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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Kegiatan Kuliah Kerja
Lapangan di Apotek Tohudan Colomadu.

Pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini merupakan
salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Farmasi Universitas Setia Budi agar setiap calon Sarjana Farmasi mendapatkan
pengetahuan, kemampuan, pengalaman, serta gambaran yang jelas mengenai
Apotek yang merupakan salah satu tempat pengabdian seorang Farmasis.
Pelaksanaan KKL di Apotek Tohudan dimulai pada tanggal 4-22 November 2019.
Melalui Kuliah Kerja Lapangan ini kami dapat menambah wawasan tentang
perapotekan dan dapat mengasah keterampilan dalam melakukan pekerjaan
kefarmasian.

Kami menyadari bahwa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini
tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu pada
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Djoni Taringan, MBA., selaku Rektor Universitas Setia Budi.

2. Prof. Dr. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Setia Budi.

3. Dr. Wiwin Herdwiani, M.Sc., Apt., selaku Ketua Program Studi S1 Farmasi
Universitas Setia Budi Surakarta

4. Carolina Eka Waty, M.Sc., Apt., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi yang telah meluangkan
waktunya untuk membimbing penulis, sehingga dapat menyalesaikan laporan
ini.

5. Dewi Ekowati, M.Sc., Apt., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek Tohudan yang telah bersedia
memberikan izin, petunjuk, nasihat, dan bimbingan selama Kuliah Kerja

Lapangan di Apotek Tohudan Colomadu.



6. Segenap karyawan Apotek Tohudan yang senantiasa membantu dan
memberikan informasi yang dibutuhkan.

7. Orang tua dan saudara kami tercinta yang telah memberikan dorongan, nasehat,
doa restunya, sehingga kami dapat menjalankan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
dengan lancar.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 yang memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan laporan ini.

Surakarta, Desember 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL.....ooiiiiiiii ettt e e i
HALAMAN PENGESAHAN........cocoiiiiiiietse et ii
KATA PENGANTAR ..ottt iii
DY I G 1 S \
DAFTAR GAMBAR ...ttt e e vii
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....oooiiiiic e 1
A, Latar BelaKang ........cooveieeieiie s 1
B. Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Lapangan..........cccccooevenenenencnnnnenn 2
C. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan ..........ccoceieererieneeneniesee e seesee e 3
D. Manfaat Kuliah Kerja Lapangan ...........cccoeeveevieeriesieseeieseese e 3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...ttt 4
A, Pengertian APOLEK .........oiiiiiiiieiee e 4
B. Tugas dan FUNgsi APOLEK ..o 4
C. Peraturan Perundang-undangan ApPOteK...........cccuvveveriieieereeiesee e, 5
D. Pekerjaan Kefarmasian di APOtEK.........cceveiiiiieiiieiiiese e 6
E. Persyaratan Pendirian ApPOtek ..........coovviiiiniiiiiiic 7
F. Prosedur Perizinan APOLEK ..........cccoriiiiiiiiinieceeese e 10
1. Prosedur dan AdMINIStIaSt ........cocerveeririienienine e 10
2. Ketetapan PEmMerintah ............cccccveveiiiie i 11
G. Pencabutan Surat 1Zin APOLEK .........coeriiiiiiiiiiice e 14
H. Personalia APOTEK ..........cccooiiiiiiiiiiiiee e 15
I. Pengelolaan Sumber Daya ApoteK..........cccecveiiiiiiiiiie i, 16
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia............cccoeeevvereieeseese s 16
2. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan............. 17
J. Pelayanan APOLEK ..o 18
BAB 3 TINJAUAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN.........cco...... 21
A. Sejarah Apotek TONUCAN..........ccoiiiiiicie e 21
B. StrUKLUr OrganiSaSi........c.ccvverveiiieiierieiiesiesieeieseese e sree e eee e e enee e 21



C. Personalia Apotek Tohudan ... 22

1. Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) ......cccocviieniiieniinnnnnns 23

2. Tenaga Teknis Kefarmasian.........cccocevieiiinninie e 23

3. Reseptur (JUru RACIK)......ccoveiiiiiiecie e 24

A, AUMINISIIASE ..eveivieiieieiee e 24

T U] 1 OSSR 25

D. PENQEIUAIAN ....eiiii e 25

E. Jam Kerja APOLEK.......ccoiiiiiiiiiieiic e 25

F. Sistem Pengelolaan Apotek Tohudan ............ccccooveviiiiiiciiccccc e 26
BAB 4 KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN ......ccccovviieinenenieeeeens 27
A. Kegiatan Lapangan ..........ccoeeeeieeeieesese e 27

1. Pengadaan Barang........c.cceeueererienienienie e 27

a. Perencanaan Item Barang.........ccccccevvviriiiii e 28

b. Pemesanan Barang .........cccccecvvevveieiieeseeieseese e seesie e sae e 28

C. Penerimaan Barang .........c.ccooeoeiiienineiisieiee e 28

2. Penataan dan Penyimpanan Barang ...........ccccoceveienencnencnnnnenn 29

3. DUSHIDUSE ..ttt 30

A, AUMINISIIASE .veviivieiiiieie e 32

a. Pembukuan ... 32

b. Laporan dan EValuasi..........ccccooeiininininiicenc s 34

5. Pengembangan APOLEK........ccccveiiiiiiiiie i 35

6. Perhitungan Barang...........cccoovevveiiiieiiese e 35

BAB 5 PEMBAHASAN ... 37
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.......ooiiie ettt 42
AL KeSIMPUIAN.....coii e 42

B. SAIaN......oo i 43
DAFTAR PUSTAKA L. ot 44
LAMPIRAN .ottt ettt e e e e e e et e e e e ennae e e e annaees 46

Vi



Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.

DAFTAR GAMBAR

Alur Perizinan Apotek “Tohudan”......................
Struktur Organisasi Apotek “Tohudan”
Alur Penerimaan Obat/Alat Kesehatan

Alur Penjualan Obat Dengan Resep....................

vii

Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran 1. Apotek Tampak Depan ........c.cccevviieiiereiie e 47
Lampiran 2. EUKEL .......ooiiic e 48
Lampiran 3. Surat PESANAN ..........cccueiiiieiie et 49
Lampiran 4. FaKLUr ........cocioiiiiieic e 51
Lampiran 5. Kartu SOK .........cceiiiieiieieiieseese e 52
Lampiran 6. BUKU RESEP .....coivieiiiie e 53
Lampiran 7. Buku StOK OPNamEe ..........coveieieiiiiiiesiseeeeee e 54
Lampiran 8. Obat-Obat TerentU.........ccccevviieiieiiiecie e 55
Lampiran 9. Etalase.........cccoeiieiiiie e 56

viii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek
kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan
sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya pelaksanaan
kesehatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan antara lain
pendekatan peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit
(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatif).

Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia dan menentukan mutu kehidupan dalam pembangunan nasional.
Penyelenggaraan berbagai upaya pembangunan kesehatan dilakukan diantaranya
dengan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah
dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,
kelompok dan atau masyarakat, yang didukung oleh penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan yang memadai, penyediaan jumlah obat yang mencukupi, bermutu baik
dan terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas dengan
pembangunan apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu
mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Selain adanya akses sarana
kesehatan yang memadai, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkkan

derajat kesehatan adalah pendidikan tenaga kesehatan.



Pendidikan tenaga kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional bidang kesehatan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian
derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan tenaga
kesehatan penting untuk diselenggarakan agar dapat diperoleh tenaga kesehatan
yang bermutu dan mampu mengemban tugas untuk mewujudkan perubahan,
pertumbuhan, dan pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan bagi bagi seluruh masyarakat.

Dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh Tenaga
Teknis Kefarmasian. Tenaga Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan
yang dibentuk untuk melaksanankan upaya kesehatan secara baik dan profesional.
Salah satu yang termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Sarjana
Farmasi. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan,
kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau
masyarakat.

Untuk mempersiapkan lulusannya agar menjadi farmasis yang berkualitas
dan berkompetensi, Universitas Setia Budi Surakarta mengadakan program Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) di apotek yang memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa secara nyata di apotek dan memperkenalkan langsung berbagai bentuk
pelayanan farmasi dan permasalahan yang ada di apotek untuk berlatih dalam
mempersiapkan diri menjadi seorang farmasis yang berkualitas.

B. Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Lapangan
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan mulai tanggal 4-22 November
2019 di Apotek Tohudan JI. Adi Sumarmo, Klipan, Tohudan, Kecamatan
Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Waktu pelaksanaan KKL dilakukan dalam
kurun waktu 84 jam. Jadwal KKL disesuaikan dengan jadwal Apotek Tohudan

dengan waktu maksimal 4-7 jam per mahasiswa dalam sehari.



C. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan
Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan adalah:

1. Mengembangkan materi dan kemampuan serta menambah wawasan dan
pengetahuan bagi para mahasiswa yang setelah lulus akan menghadapi dunia
kerja sebagai seorang farmasis, berkenaan dengan konsep dan teori yang
didapatkan.

2. Kedua, mengetahui gambaran tentang kegiatan pembelajaran di lapangan.

D. Manfaat Kuliah Kerja Lapangan
Manfaat dari Kuliah Kerja Lapangan yaitu dapat memberikan pengalaman
pada mahasiswa untuk memasyarakatkan diri pada suasana lingkungan kerja dan
memantapkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia

kerja yang sesuai dengan bidangnya.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Apotek

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, Apotek adalah sarana
pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab
kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai
hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan
kefarmasian meliputi pembuatan sediaan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan
obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sebagai tempat
dilakukannyapenyaluran perbekalan farmasi yang mencakup bahan obat, obat
modern, obat tradisional atau obat asli indonesia, kosmetika, dan alat
kesehatanyang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

berdasarkan permenkes nomor 9 tahun 2017, apotek adalah sarana
pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam
menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker
dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian.dalam
menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker

harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.

B. Tugas dan Fungsi Apotek
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian dijelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah:
1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan
sumpah jabatan.
2. Apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan
kefarmasian berupa peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan

penyerahan obat.



3.

4.

Apotek berfungsi sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus
menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

Apotek berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi meliputi: pelayanan
informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik
kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat serta
pelayanan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat serta

perbekalan farmasi lainnya.

C. Peraturan Perundang-undangan Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat

yang diatur dalam peraturan Perundang—undangan antara lain:

1.

N o g &

10.

11.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Penggolongan Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Peraturan Menteri Kesehatan No0.31 Tahun 2015 Tentang Peredaran,
Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan
Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 1332/Menkes/Per/X/2002 Tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Menkes/SK/V/1981 Tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pengelolaan Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan No.31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, 1zin
Praktik, Dan lIzin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
949/Menkes/Per/\VV1/2000 Tentang Penggolongan Obat.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
919/Menkes/Per/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa
Resep.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 02396/A/SK/V111/1986 Tentang Tanda
Khusus Obat Keras Daftar G.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2380/A/SK/V1/1983
Tentang Tanda Khusus Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/V11/1990 Tentang Daftar
Obat Wajib Apotek No 1.

Keputusan Menteri KesehatanN0.924/ Menkes/Per/X/1993 Tentang Obat
Wajib Apotek No 2.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176 Menkes/SK/X/1999 Tentang Obat
Wajib Apotek No 3.

D. Pekerjaan Kefarmasian di Apotek

Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau

penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan

informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian di apotek menurut PP No. 51 tahun 2009 dapat berupa:

1.

Melayani resep dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter hewan untuk
menyerahkan obat bagi pasien sesuai peratutan perundangan yang berlaku.
Pengadaan sediaan farmasi dengan menjamin keamanan, mutu, manfaat dan
khasiat sediaan farmasi.

Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh
Apoteker.

Penggantian obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen
aktifnya atau obat merek dagang lainnya atas persetujuan dokter dan/atau pasien.
Melakukan konseling yaitu proses komunikasi dua arah yang sistematis antara
Apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah

berkaitan dengan obat dan pengobatan.



6. Apoteker juga dapat melakukan pelayanan residensial (home care) vyaitu
pelayanan di rumah-rumah khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan

pengobatan terapi kronis lainnya.

E. Persyaratan Pendirian Apotek

Sebuah apotek baru dapat beroperasi setelah mendapatkan Surat Izin
Apotek (SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan
Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan
pemilik sarana apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek pada suatu
tempat tertentu. Menurut Kepmenkes RI N0.1332/Menkes/SK/X/2002, disebutkan
bahwa persyaratan-persyaratan apotek adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerja sama
dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat.
2. Perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi yang lain
merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

3. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi
yang lain di luar sediaan farmasi.

4. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan
farmasi.

Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek
antara lain :

1. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).

Untuk memperoleh SIPA sesuai dengan PP RI No. 51 tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi
Apoteker (STRA). STRA ini dapat diperoleh jika seorang apoteker memenuhi
persyaratan yaitu : memiliki ijazah apoteker, memiliki sertifikat kompentensi
apoteker, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, surat
keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat izin praktek,
dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian

wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Setiap Tenaga



Kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat
izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin yang dimaksud adalah
berupa : SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian,
SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIK bagi
Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitas produksi atau fasilitas
distribusi/penyaluran, atau SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang
melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
2. Lokasi dan Tempat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1332/Menkes/Per/X/2002 lokasi apotek tidak lagi ditentukan harus memiliki jarak
minimal dari apotek lain dan sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama
dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi, namun
sebaiknya harus mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan,
jumlah penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan kesehatan, lingkungan yang
higienis dan faktor-faktor lainnya. Apotek berlokasi pada daerah yang dengan
mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman apotek terdapat papan petunju yang
dengan jelas tertulis kata ‘APOTEK’. Apotek harus dapat dengan mudah dijangkau
masyarakat dengan kendaraan.
3. Bangunan dan Kelengkapan

Bangunan apotek harus mempunyai luas dan memenuhi persyaratan yang
cukup, serta memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan
di bidang farmasi. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari: ruang tunggu,
ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, ruang penyimpanan obat, ruang
peracikan dan penyerahan obat, tempat pencucian obat, kamar mandi dan toilet.
Bangunan apotek juga harus dilengkapi dengan sumber air yang memenuhi syarat
kesehatan, penerangan yang baik, alat pemadam kebakaran yang befungsi baik,
ventilasi dan sistem sanitasi yang baik dan memenuhi syarat higienis, papan nama
yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA, alamat apotek, nomor telepon
apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan, antara lain: alat pembuangan,

pengolahan dan peracikan seperti timbangan, mortir, gelas ukur dll. Perlengkapan



dan alat penyimpanan, dan perbekalan farmasi, seperti lemari obat dan lemari
pendingin. Wadah pengemas dan pembungkus, etiket dan plastik pengemas.
Tempat penyimpanan khusus narkotika, psikotropika dan bahan beracun. Apotek
harus memiliki buku-buku standar farmasi antara lain: Farmakope Indonesia, 1SO,
MIMS, DPHO, serta kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan administrasi, seperti blanko
pesanan obat, faktur, kuitansi, salinan resep dan lain-lain.

4. Apoteker Pengelola Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rl No0.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan N0.992/Menkes/per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada pasal 1 dijelaskan bahwa
Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah seorang apoteker yang telah diberikan
Surat Izin Apotek (SIA). Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban
menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat,
mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam
situasi multidisipliner, kemampuan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) secara
efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan serta
memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Selain harus memiliki Surat Izin
Praktek Apoteker (SIPA), persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi apoteker
pengelola apotek adalah memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk
melaksanakan tugasnya sebagai apoteker, tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi
dan tidak menjadi APA diapotek lain.

Fungsi dan tugas apoteker di apotek yaitu: membuat visi dan misi apotek,
membuat tujuan, strategi dan program kerja, membuat dan menetapkan peraturan atau
SOP pada setiap fungsi kegiatan apotek, membuat dan menentukan indikator form
record pada setiap fungsi kegiatan apotek, membuat sistem pengawasan dan
pengendalian SOP dan program kerja pada setiap fungsi di apotek. Wewenang dan
tanggung jawab apoteker di apotek meliputi: menentukan arah terhadap seluruh
kegiatan, menentukan sistem atau peraturan yang akan digunakan, mengawasi
pelaksanaan SOP dan program kerja, dan bertanggungjawab terhadap Kinerja yang

diperoleh.
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F. Prosedur Perizinan Apotek

1. Prosedur dan Administrasi

Ketentuan dan tata cara pemberian ijin apotek berdasarkan keputusan PMK

RI No. 9 tahun 2017 pasal 13 menyatakan:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Untuk mmperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh
Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi:

a) Fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;

d) Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan

e) Daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan
dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan dokumen administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menugaskan tim pemeriksa untuk  melakukan pemeriksaan setempat
terhadap kesiapan Apotek dengan menggunakan Formulir 2.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur
dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri atas:

a) Tenaga kefarmasian; dan

b) Tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.

Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan,
tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir 3.

Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

menerbitkan SIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Kesehatan Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi dengan menggunakan Formulir 4.
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dinyatakan masih belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam
waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan menggunakan Formulir 5.

Tehadap permohonan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat melengkapi
persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan
diterima.

Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan
Formulir 6.

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan SIA
melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Apoteker
pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP

sebagai pengganti SIA.

2. Ketetapan Pemerintah

Ketentuan dan tata cara pemberian izin Apotek berdasarkan Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/ SK/ X/ 2002 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Apotek BAB | Pasal 7, 8 dan 9

sebagaimana tersaji pada gambar 1.

2.1.

Keputusan Mentri Kesehatan Rl No. 1332/Menkes/SK/X/2002 BAB |

pasal 7 menyatakan:

a) Permohonan izin Apotek diajukan oleh APA kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan menggunakan contoh formulir
model APT-1.

b) Dengan menggunakan formulir model APT-2, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima

permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai



d)

f)

9)

12

Pemeriksaan Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan setempat
terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Balai
Pemeriksaan Obat dan Makanan selambat-lambatnya 6 hari setelah
permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau
Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan
contoh formulir model APT-3.

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (kedua) dan
3 (tiga) tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat
pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota dan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi,
dengan menggunakan contoh model formulir APT — 4.

Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) atau pernyataan
dimaksud dalam ayat 4 (empat), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau
Kota setempat mengeluarkan Surat lzin Apotek (SIA) menggunakan
contoh formulir model APT-5.

Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
atau Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan seperti yang dimaksud
dalam ayat 3 ( tiga ) masih belum memenuhi syarat, maka Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja
mengeluarkan surat penundaan dengan menggunakan contoh formulir
model APT-6.

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ke -
6, Apoteker di beri kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum
dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal

Surat Penundaan.
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2.2. Keputusan Mentri Kesehatan Rl No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin ApotekBAB | pasal 8

2.3.

menyatakan:

a)

Dalam hal Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan
sarana yang dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara
Apoteker dengan pemilik sarana. Pemilik sarana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan

dalam surat pernyataan yang bersangkutan.

Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Apotek BAB | pasal 8,

menyatakan:

a)

Terhadap permohonan izin Apotek yang ternyata tidak memenuhi
persyaratan dimaksud pasal 5 dan atau pasal 6, atau lokasi Apotek tidak
sesuai permohonan maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib
mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasannya dengan

menggunakan contoh formulir model APT-7.



I Apoteker Ber SP/SIK I

l Permohonan 1zin

Kepala Dinas

4—
Kesehatan |

Meminta bantuan teknis Maksimal 6 hari
untuk pemeriksaan apotek

kerja

Jika pemeriksaan

tidak dilksanakan,

apoteker pemohon
dapat membuat
surat pernyataan

— siap melakukan
Tim Dinkes Kabupaten/Kota kegiatan ke
atau Kepala Balai Besar POM Kadinkes

Pelaporan hasil Maksimal 6 hari kerja Kabup:aten/lfota
pemeriksaan apotek Dengan form APT-3 setempa
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
\ 4
Belum memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
persyaratan (12 hari persyaratan (12 hari persyaratan (12 hari

12 hari kerja
\ 4

12 hari kerja
\ 4

12 hari kerja

A 4

Surat Penundaan
Form model APT-6

pembukaan

Melaksanakan Surat Penolakan
Form model APT-7

\4

Diberi kesempatan
melengkapi (1 bulan)

Surat 1zin Apotek
Form model APT-5

Gambar 1. Alur Perizinan Apotek “Tohudan”

G. Pencabutan Surat Izin Apotek
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 1332/MenKes/SK/X/2002
pasal 25, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin

Apotek apabila:

1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5
Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993.

2. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 Keputusan
Menteri Kesehatan 1332/MenKes/SK/X/2002 yang menyatakan:
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a) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan
Farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.

b) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau
dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam
atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri.

. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

Permenkes 922 tahun 1993 yang menyatakan “Apoteker tidak diizinkan untuk

mengganti obat generik yang ditulis didalam resep dengan obat paten”.

. APA terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) Kepmenkes

1332/MenKes/SK/X/2002 yang menyatakan “Apabila APA berhalangan

melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin

Apotek atas nama Apoteker bersangkutan dicabut”.

. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yaitu “Pelanggaran terhadap Undang-

undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 tahun 1997

tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku”.

. Surat 1zin Kerja APA dicabut.

. Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan

di bidang obat.

. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6 ayat 1,2,3

Permenkes 1332/Menkes/SK/X/2002.

H. Personalia Apotek

Personalia yang mendukung kegiatan di apotek meliputi :

. Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu apoteker yang telah memiliki Surat
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat 1zin Pengelola Apotek (SIPA)
oleh Menteri Kesehatan dan bertugas mengelola apotek sebagai penanggung

jawab atas semua kegiatan kefarmasian yang berlangsung di apotek.
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2. Apoteker Pendamping, yaitu apoteker yang bekerja mendampingi Apoteker
Pengelola Apotek (APA) dan atau menggantikannya pada jam — jam tertentu
pada hari buka apotek yang telah memiliki Surat Izin Kerja.

3. Apoteker Pengganti, yaitu apoteker yang menggantikan apoteker pengelola
apotek selama apoteker pengelola apotek tersebut tidak ada di tempat lebih dari
3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan
tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain.

4. Tenaga teknis kefarmasian, yaitu mereka yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian

5. sebagai tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIK dari Dinas Kesehatan.
Tenaga teknis kefarmasian melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah
pengawasan apoteker.

6. Juru resep, yaitu personil yang membantu pekerjaan tenaga teknis kefarmasian
untuk meracik obat sehingga menjadi sediaan atau preparat.

7. Kasir, yaitu personil yang bertanggung jawab mencatat penerimaan dan
pengeluaran uang yang dilengkapi dengan kwitansi, nota tanda setoran dan lain-
lain.

8. Pegawai Tata Usaha, yaitu personil yang melaksanakan administrasi apotek dan
kemudian membuat laporan pembelian, penyimpanan, penjualan dan keuangan
apotek.

9. Tenaga lain-lain, seperti satpam, tukang parkir, dan lain-lain.

I. Pengelolaan Sumber Daya Apotek

1. Pengelolaan sumber daya manusia

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh
seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa
harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik,
mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi,
menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan
mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu

memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.
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Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh apotek setidak-tidaknya adalah Pemilik
Sarana Apotek (PSA), Apoteker Pengelola Apotek (APA), Asisten Apoteker, Juru
Resep, Tenaga Tata Usaha.

Pengelolaan sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan apotek
dikategorikan sebagai pengelolaan non teknis. Pengelolaan non teknis lainnya yang
juga penting adalah meliputi semua kegiatan administrasi, keuangan, personalia dan
upaya — upaya peningkatan kompetensinya.

2. Pengelolaan sedian farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya

Pengelolaan jenis ini dalam sistem pengelolaan apotek dikategorikan
sebagai pengelolaan teknis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
No0.1332/Menkes /SK/2002, Bab VI pasal 10, dibidang kefarmasian pengelolaan
apotek meliputi: pembuatan, pengelolaan, peracikan, perubahan bentuk
pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, pengadaan
penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta
pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang diberikan baik kepada
dokter atau tenaga kesehatan lain maupun kepada masyarakat.

Secara umum pengelolaan sedian farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya
ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan administrasi. Dalam
membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan pola penyakit
dan kemampuan dan budaya masyarakat. Untuk menjamin kualitas pelayanan
kefarmasiaan maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obat atau bahan obat harus disimpan

dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi
dipindahkan padawadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus
ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang-kurangnya memuat
nomor bets dan tanggal kadaluarsa. Semua bahan obat harus disi mpan pada kondisi

yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.
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J. Pelayanan Apotek

Pengelolaan apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.
922/MENKES/PER/X/1993 Pasal 10 dan 11 meliputi:

a) Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran,
penyimpanan dan penjualan obat atau bahan obat.

b) Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi
lainnya.

¢) Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang meliputi: pelayanan
informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik
kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan bahaya dan
atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya.

Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan atau keuntungan yang dapat
ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak
kasat mata dan tidak berujung pada kepemilikan. Dengan semakin meningkatnya
persaingan pasar banyak perusahaan mengembangkan strategi jitu dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan, salah satunya adalah dengan
memberikan pelayanan prima yaitu jika perlakuan yang diterima oleh pelanggan
lebih baik daripada yang diharapkan, maka hal tersebut dianggap merupakan
pelayanan yang bermutu tinggi. Supaya pelayanan prima dapat selalu diwujudkan
suatu perusahaan dalam hal ini adalah apotek, maka perlu ditetapkan standar
pelayanan farmasi di apotek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No0.1027/Menkes/SK /2004 pelayanan kesehatan di apotek meliputi: pelayanan
Resep/Pesanan dokter, skrining resep, penyiapan obat, promosi dan edukasi,
pelayanan residensial (home care), pelayanan obat tanpa resep, dan pelayanan
narkotika. Pada proses skrining resep, apoteker dibantu oleh TTK melakukan
skrining resep meliputi: persyaratan administratif (nama, SIK, dan alamat dokter,
tanggal penulisan resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;
nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta, cara pemakaian serta informasi

lainnya), kesesuaian farmasetik (bentuk sediaan, dosis, potensi,stabilitas,
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inkompatibilitas, cara dan lama pemberian), dan pertimbangan klinis (adanya
alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain).
Kegiatan penyiapan obat meliputi peracikan, pemberian etiket, penyerahan obat,
pemberian informasi obat, konseling dan monitoring penggunaan obat.

Dalam pemberian informasi obat, apoteker harus memenuhi informasi yang
benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini.
Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat,
cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan
minuman Yyangharus dihindari selama terapi. Apoteker harus memberikan
konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan
lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan
terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk
penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan
penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara
berkelanjutan.

Pelayanan residensial (home care) merupakan salah satu bentuk pengawalan
proses pengobatan pada pasien dari awal sampai sembuh dengan cara melakukan
kontak kepada pasien tentang bagaimana keadaan penyakit yang diderita selama
pengobatan, melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan pasien dalam
mengkonsumsi obat, serta memberikan motivasi-motivasi untuk menumbuhkan
kesadaran hidup sehat.

Pelayanan obat tanpa resep lebih sederhana dibandingkan dengan pelayanan
terhadap resep dokter. Petugas dapat langsung mengambilkan obat yang diminta
oleh konsumen setelah harga disetujui, kemudian langsung dibayar pada kasir dan
dicatat pada buku penjualan bebas oleh kasir. Pada saat pergantian shift, kasir akan
menghitung jumlah uang yang masuk dan diserahterimakan dengan petugas
berikutnya. Sesuai dengan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009, pada
pasal Pasal 102(1) yang menyebutkan bahwa penggunaan sediaan farmasi yang
berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter
atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Maka dari itu, pada peraturan

perundang-undangan No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengelolaan obat
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narkotika memerlukan penanganan khusus, dimana narkotika hanya dapat
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi karena obat narkotika ini dapat menimbulkan
ketergantungan apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang
seksama. Dalam menghindari penyalahgunaan obat-obatan ini, maka pemerintah
melakukan pengawasan yang ketat terhadap obat golongan narkotika mulai dari
pemesanan sampai dengan pemakaiannya dan APA diharuskan membuat laporan

pemakaian dan pemusnahan narkotika ini.



BAB Il
TINJAUAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Apotek Tohudan

Apotek Tohudan merupakan apotek yang berdiri sejak tahun 2008. Pemilik
Sarana apotek ini adalah Heru Susilo, ST, pertama dikelola oleh Retnowati
Adiningsih, S.Farm., Apt sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA). Pada
tahun 2014, Apoteker Pengelola Apotek (APA) Retnowati Adiningsih, S.Farm.,
Apt mengundurkan diri dari apotek Tohudan selanjutnya sebagai penanggungjawab
apotek digantikan Dewi Ekowati, M.Sc., Apt. Pada tahun 2014 selain terjadi
pergantian Apoteker Pengelola Apotek, pemilik sarana apotek juga mengalami
pergantian dari Heru Susilo, ST beralih ke Dewi Ekowati, M.Sc., Apt.

Salah satu faktor yang mempengaruhi awal berkembangnya Apotek
Tohudan adalah adanya resep yang berasal dari dokter praktek yang ada di apotek
dan lebih ditunjang oleh pelayanan swamedikasi karena lokasi apotek didaerah
dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sarana apotek dalam hal ini adalah
bangunan, perlengkapan apotek dan perbekalan farmasi. Luas bangunan
disesuaikan dengan kebutuhan dan cukup efisien untuk penyelenggaraan kegiatan
apotek. Sebagai sarana pelayanan kesehatan, apotek mempunyai dua fungsi yaitu
unit pelayanan kesehatan (non profit oriented) dan institusi bisnis (profitoriented).
Apotek Tohudan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan
kefarmasian kepada masyarakat, sebagai penyedia obat, perbekalan farmasi,
memberikan pemanfaatan mutu, dan untuk menunjang informasi obat kepada
masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Apotek “Tohudan” mempunyai struktur organisasi yang sistematis agar
setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan optimal. Kegiatan
apotek dapat berjalan dengan lancar bila para karyawan terampil dan cekatan dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi

Apotek “Tohudan” adalah sebagai berikut :
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APJ
[ TTK ]
[ Administrasi ] [ Reseptir ] [ Kasir ]

Gambar 2. Struktur Organisasi Apotek “Tohudan”

C. Personalia Apotek “Tohudan”

Susunan personalia Apotek “Tohudan” adalah sebagai berikut:

a. Apoteker Pengelola Apotek : 1 orang
b. Apoteker Pendamping . - orang
c. Tenaga Teknis Kefarmasian . 2 orang
d. Administrasi dan reseptir : 2 orang
e. Kasir : 2 orang

Pembagian tugas dan wewenang masing-masing karyawan harus tersusun
dengan baik demi mendukung kelancaran pengelolaan apotek dalam memberikan
pelayanan obat kepada masyarakat sehingga dapat membuat apotek lebih maju dan
berkembang.

Gambar struktur organisasi di atas menjelaskan bahwa APJ yang berwenang
sebagai pemimpin apotek dalam melaksanakan seluruh kegiatannya dibantu Tenaga
Teknis Kefarmasian, kasir, administrasi, reseptir, yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab masing-masing, sehingga pelayanan kefarmasian dapat berjalan

sesuai ketentuan yang ditetapkan.
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Tugas dan kewajiban masing—masing karyawan di apotek “Tohudan”

adalah sebagai berikut :

1. Apoteker Penangungjawab Apotek (APJ)

Apoteker penanggung jawab apotek sebagai pimpinan apotek bertanggung

jawab, mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

a)

b)

9)

Memimpin seluruh kegiatan apotek, termasuk mengkoordinir dan
mengawasi jalannya kerja karyawan serta membagi tugas dan tanggung
jawabnya.

Mengatur dan mengawasi penyimpanan obat serta kelengkapan obat sesuai
dengan syarat—syarat teknis farmasi terutama di ruang peracikan.
Mempertimbangkan usul-usul yang diterima dari karyawan lainnya untuk
perbaikan dan pengembangan apotek.

Mengatur dan mengawasi hasil penjualan tunai setiap hari.

Meningkatkan dan mengembangkan hasil usaha apotek.

Mengusahakan agar apotek yang dikelolanya dapat memberi hasil yang
optimal dengan rencana kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk
pengembangan apotek.

Melaporkan SHU apotek pada tiap akhir tahun.

2. Tenaga Teknis Kefarmasian

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian antara lain:

a)

b)

c)

d)

Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai TTK yaitu dalam
pelayanan resep.

Memberi informasi kepada pasien mengenai obat yang diserahkannya,
menulis etiket obat sesuai dengan permintaan dokter penulis resep.
Membuat salinan resep untuk obat yang belum diserahkan atau atas
permintaan pasien jika obat tidak diambil semuanya.

Menyusun buku harian resep untuk setiap resep termasuk narkotika,
psikotropika dan resep asli tanpa tanda khusus.

Menyusun buku harian resep khusus untuk narkotika dan penyimpanannya
dipisahkan dari resep biasa dan disimpan tersendiri tiap bulan untuk

dilaporkan setiap bulan sekali.
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9)

h)

)
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Menyusun buku harian resep khusus untuk psikotropika untuk dilaporkan
setiap tahun sekali.

Menyusun buku harian resep khusus untuk obat generik untuk dilaporkan
setiap bulan.

Menyusun resep—resep menurut nomor urut dan tanggal kemudian dibendel
dan disimpan.

Mencatat keluar masuknya barang, menyusun daftar kebutuhan obat,
mengatur serta mengawasi penyimpanan dan kelengkapan obat, persediaan
barang yang sudah menipis atau habis dicatat dalam buku defecta.
Menerima barang yang dipesan dan menandatangani faktur yang dikirim
dari PBF.

Mengisi buku pembelian dan hutang obat.

Pengelolaan obat ED atau rusak.

Meretur obat yang ED atau tidak sesuai dengan pesanan.

Mengecek harga obat setiap ada perubahan harga dari PBF.

Reseptir (Juru Racik)

Reseptur mempunyai tugas antara lain :

a) Membantu tugas—tugas Apoteker Pengelola Apotek dalam menyiapkan
obat.
b) Meracik obat untuk dibuat serbuk, kapsul, cairan dan salep.
c) Melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan apotek.
d) Menyusun dan mengarsipkan resep.
. Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas antara lain :

a)
b)

c)

d)

Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan pelaporan.
Mengadministrasikan semua pemasukan dan pengeluaran apotek.
Memeriksa kebenaran dokumen atau hasil pekerjaan tata usaha sebelum
diteruskan kepada Apoteker Penanggunjawab Apotek (APA).

Inkaso abat-obatan.
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5. Kasir

Adapun tugas dari kasir antara lain :

a) Mencatat penerimaan uang setelah dihitung terlebih dahulu setiap hari
begitu pula pencatatan pengeluaran.

b) Membuat laporan harian, penerimaan dan pengeluaran uang, pencatatan
harian dicocokkan dengan buku penerimaan barang, pencatatan hasil
penjualan serta pengeluaran setiap hari.

c) Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan
pembayaran dan mencatat setiap transaksi dan buku setoran kas.

d) Melayani penjualan obat-obat bebas (HV) dan barang-barang swalayan.

e) Mengecek harga obat bebas (HV).

D. Pengeluaran
Biaya yang dikeluarkan oleh Apotek “Tohudan” setiap bulannya meliputi
gaji karyawan, pembelian perbekalan farmasi, biaya untuk pembayaran listrik,
telepon, air, pajak dan keperluan harian apotek.
Sistem penggajian karyawan Apotek “Tohudan” secara umum berpedoman
sebagai berikut :
1. Besarnya gaji ditentukan oleh PSA sesuai dengan aturan dari GP Farmasi
atau 1AL
2. Besar gaji sesuai dengan besarnya tanggung jawab.
3. Gaji karyawan meliputi gaji pokok dan tuslah yang besarnya tergantung dari
jumlah resep yang masuk.
Untuk menjamin kesejahteraan karyawan, Apotek “Tohudan” memberikan

fasilitas antara lain tunjangan hari raya, bantuan obat untuk karyawan yang sakit.

E. Jam Kerja Apotek Tohudan
Apotek “Tohudan” buka setiap hari mulai jam 07.00 — 21.00 WIB. Untuk
kelancaran apotek, dilakukan pembagian shift yaitu tugas pagi dan tugas sore
dengan jadwal sebagai berikut :
Pagi — Siang : Pukul 07.00 — 14.00 WIB
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Siang — Malam : Pukul 14.00 — 21.00 WIB

F. Sistem Pengelolaan Apotek Tohudan

Kegiatan di Apotek Tohudan meliputi pengadaan, penjualan, administrasi
dan perpajakan. Laporan pemasukan keuangan setiap harinya melalui sistem
komputerisasi hasil penjualan obat bebas dan resep obat. Penetapan penjualan Obat
Wajib Apotek (OWA) dan Obat Bebas (HV) yang kemudian diserahkan kepada
APA.

Kegiatan pengelolaan oleh bagian administrasi seperti pembelian atau
inkaso, keuangan, pendataan biaya pelayanan resep, obat bebas, OWA dan barang

lainnya dilakukan setiap hari senin-jum’at pada pukul 09.00-12.00 WIB.



BAB IV
KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

DI APOTEK TOHUDAN

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Apotek Tohudan berlangsung
pada tanggal 04-22 November 2019. Mahasiswa KKL secara langsung ikut dalam
kegiatan di Apotek Tohudan meliputi : penjualan obat bebas, penerimaan resep,
penyiapan obat, pemberian etiket, penyerahan obat langsung kepada pasien,
pemberian P10 kepada pasien dan melakukan stok obat masuk maupun yang keluar.
Kegiatan ini mendapat informasi dan bimbingan dari Apoteker Penanggung jawab
Apotek.

A. Kegiatan Lapangan
1. Pengadaan Barang

Kegiatan pengadaan barang obat-obatan, alat kontrasepsi, alat kesehatan
dan barang pelengkap lainnya Apotek Tohudan dilakukan setiap hari dengan cara
memesan (order) ke PBF sesuai dengan surat pesanan melalui salesman atas
persetujuan APA. Pengadaan dilakukan dengan cara melihat stok barang yang ada
di Apotek disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak ada penumpukan barang
didalam apotek. Pengadaan barang juga harus mempertimbangkan faktor
ekonomis. Prinsip pengadaan barang dilakukan berdasarkan buku defecta,
informasi dari penjualan, gambaran pola penyakit disekitar apotek, anggaran
pembelian, dan pemilihan PBF yang sesuai (mempertimbangkan mengenai harga,
diskon, syarat pembayaran dan ketepatan barang datang).

Pengadaan barang dapat dilakukan dengan cara yaitu: konsinyasi,
pembayaran kontan maupun kredit. Konsinyasi (Consigment/consignatie) adalah
semacam titipan barang dari si pemilik (distributor) kepada apotek, dimana apotek
bertindak sebagai agen komisioner, menerima komisi apabila barang sudah terjual,

kemudian barang-barang konsinyasi diletakkan pada tempat khusus. Barang-barang
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tersebut umumnya merupakan obat, jamu, suplemen, susu atau peralatan kesehatan

yang baru beredar di pasaran.

Didalam penentuan atau pemilihan pengadaan barang di Apotek Tohudan

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

Perencanaan dan Pengadaan Obat/Alat Kesehatan. Perencanaan item
obat/alat kesehatan yang akan dipesan sesuai dengan barang
habis/persediaan yang tinggal sedikit, dengan berdasarkan konsumsi atau
pemakaian obat sebelumnya. Perencanaan barang yang akan dipesan
dimulai dengan pengecekan buku defecta.

Pemesanan Obat/Alat Kesehatan. Pemesanan obat/alat kesehatan dan
obat-obatan non narkotik dengan membuat Surat Pesanan obat yang telah
ditandatangani oleh APA. Pemesanan barang atau obat dilakukan pada
lebih dari satu PBF dengan pertimbangan harga dari masing-masing PBF
yang berbeda. Surat pemesanan untuk obat golongan psikotropik dan
norkotika dengan menggunakan surat pemesanan (SP) khusus, dimana
untuk psikotropik menggunakan SP rangkap empat dan narkotika
menggunakan SP rangkap lima, kemudian dipesan langsung ke PBF Kimia
Farma.

Penerimaan Obat/Alat Kesehatan. Penerimaan obat/alat kesehatan
dilakukan oleh TTK. Kemudian obat/alat kesehatan yang datang diperiksa
sesuai dengan surat pesanan, baik nama PBF, nama apotek, nama obat,
jumlah item, jenis, waktu kadaluwarsa, no. batch, apabila sudah sesuai
dengan surat pesanan, maka faktur ditandatangani dan diberi cap Apotek
dan tanggal penerimaan obat/alat kesehatan. Barang yang sudah datang
kemudian dimasukkan ke dalam kartu stok.

Mahasiswa KKL juga diberi kesempatan untuk melakukan
penerimaan obat/alat kesehatan datang dari PBF dengan didampingi TTK
dan melakukan penyetokan obat/alat kesehatan yang datang di kartu stok.
Obat-obat yang mempunyai waktu kadaluwarsa dalam pembelianya
biasanya dilakukan perjanjian mengenai pengambilan obat kepada PBF

yang bersangkutan dengan batas waktu menurut perjanjian yang diberikan.
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Adapun alur pengadaan obat/alat kesehatan di Apotek Tohudan sebagai
berikut :

Buku Defecta

y
Surat Pesanan

PBF

v

Penerimaan Barang dan
Pengecekan sesuai SP dan Faktur

v

Penyetokan barang dan
mengisi kartu stok

v

Pencatatan dan pelaporan di
buku pembelian, di buku
hutang dan di buku inkaso

Gambar 3. Alur penerimaan obat/alat kesehatan

2. Penataan dan Penyimpanan Obat/Alat Kesehatan

Penyimpanan perbekalan farmasi di Apotek Tohudan dilakukan sebagai
berikut: Obat dikelompokkan berdasarkan secara alfabetis dengan bentuk
sediaannya, FIFO dan FEFO. Obat bebas dan obat bebas terbatas disusun secara
alfabetis berdasarkan bentuk sediaan dan indikasi di rak. Obat generik dan paten
dikelompokkan tersendiri, obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam almari
khusus yang terdapat kunci. Kemudian untuk obat—obat suppositoria atau yang
lainnya yang dipersyaratkan disimpan pada suhu dingin maka disimpan dalam
lemari es, dan untuk alat kesehatan disimpan dalam almari tersendiri.

Kegiatan penyimpanan barang yang dilakukan mahasiswa KKL barang
yang datang dicek keadaan fisik, dan tanggal kadaluwarsanya serta jumlah sesuai

surat pesanan. Barang yang baru datang disusun sedemikian rupa sehingga nantinya
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pengeluaran barang dengan sistem FIFO (First In First Out) dimana barang yang
pertama datang maka itulah yang akan dikeluarkan pertama kali dan sistem FEFO
(First Expired First Out) dimana barang yang telah mendekati waktu kadaluwarsa
dikeluarkan terlebih dahulu. Semua pemasukan dan pengeluaran barang (mutasi
barang) harus dicatat dalam kartu stok. Kartu stok dapat berfungsi untuk
mengetahui keluar masuknya barang sisa barang di apotek.
3. Distribusi
Distribusi/penjualan persediaan obat di Apotek Tohudan meliputi :
a. Penjualan Obat Dengan Resep
Pelayanan dengan resep dimulai dari penerimaan resep, selanjutnya
dilakukan skrining resep meliputi skrining administratif, skrining klinis, dan
skrining farmasetis. Kemudian jika obat tersedia, resep diberi harga dan
dimintakan persetujuan kepada pasien. Setelah resep dibayar, resep diberi
tanggal, dicap lunas, lalu diracik, diberi etiket, dikontrol oleh Apoteker dan atau
TTK lalu diserahkan kepada pasien dengan disertai informasi yang penting
lainya. Berikut adalah alur penjualan obat dengan resep di Apotek Tohudan:

Pasien menyerahkan Resep dikontrol oleh APA Pasien menyetujui
resep > diberi harga oleh TTK harga obat
v

Kasir menerima uang, Resep diberi
nomor, mencatat alamat pasien

A

Resep dikerjakan

Peracikan : TTK menyiapkan obat, Sediaan jadi : TTK menyiapkan
dicatat pada kartu stock, resep dicatat obat, dicatat pada kartu stock
| 1
v
Pemberian etiket dan dikontrol
v
Obat siap diserahkan
v

Penyerahan obat dan
pemberian KIE

Gambar 4. Alur penjualan obat dengan resep
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Untuk mempermudah pelaksanaan monitoring obat pasien diminta
memberikan alamat, hal ini bertujuan jika ada kesalahan penyerahan atau
informasi obat sehingga dapat segera menghubungi pasien. Tujuan lainnya
yaitu jika obat belum bisa diberikan semua dapat diberikan sebagian dulu baru
sisanya dikirim kealamat pasien. Copy resep diberikan jika dalam resep tertulis
iter ataupun dibeli sebagian. Copy resep berisi nama dan alamat apotek, nama
dan SIPA Apoteker dan paraf Apoteker.

b. Pelayanan Swamedikasi

Pelayanan swamedikasi adalah pelayanan obat tanpa resep dokter
dilakukan atas permintaan langsung dari pasien. Obat-obatan yang dapat
dilayani tanpa resep dokter adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat yang
termasuk OWA (Obat Wajib Apotek), dan suplemen. Apotek Tohudan juga
memilihkan dan menginformasikan sesuai keluhan dan kebutuhan pasien
dengan memperhatikan peraturan kefarmasian yang berlaku. Memberikan
brosur/leaflet informasi obat.

c. Pelayanan Swalayan Farmasi

Pelayanan swalayan farmasi meliputi penjualan obat dan perbekalan
farmasi lainnya yang dapat dibeli tanpa resep dari dokter, seperti obat bebas
dan obat bebas terbatas, suplemen, vitamin, herbal health care, alat kesehatan
tertentu seperti kasa pembalut, kapas, masker, sarung tangan. Dalam hal ini,
penjualan ini dikenal sebagai pelayanan HV (Hand Verkoop). Kegiatan Alur
pelayananpun berbeda dengan pelayanan resep, dimana pembeli dapat
mengambil sendiri barang yang ingin dibelinya dan dapat memimilih obat
sesuai keinginanya.

d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pelayanan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan diabetes mellitus
dilakukan oleh TTK menggunakan alat pengukur tekanan darah, kolesterol,
dan diabetes mellitus secara digital. Pelayanan ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pasien mengenai penyakit

degenaratif.
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e. Penjualan Alat Kesehatan

Apotek Tohudan menyediakan beberapa jenis alat kesehatan seperti
alat kontrasepsi, kassa pembalut, kapas, urinal, masker, sarung tangan, pipet,
infus set, warm water zak dan sebagainya.
f.  Penjualan Komoditi Lain

Penjualan komoditi lainnya antara lain seperti perlengkapan bayi,
perawatan kulit, minuman, dan juga PKRT (Perbekalan Kebutuhan Rumah
Tangga) seperti sabun, pasta gigi, dsb sebagai penunjang kelangsungan hidup
apotek.
Administrasi

Sistem administrasi Apotek Tohudan meliputi pembukuan dan pembuatan

laporan.
4.1. Pembukuan

Bagian administrasi bertugas membuat pembukuan dan laporan. Pembukuan

dan laporan yang dilakukan di Apotek Tohudan meliputi:

a)

b)

Buku Defecta

Buku defecta digunakan untuk mencatat nama obat/barang yang habis
atau obat/barang baru yang harus segera dipesan untuk memenuhi kebutuhan
ketersediaan dan stok di apotek. Keuntungan dengan adanya buku ini adalah
kita dapat sekaligus mengecek barang dan stok barang, menghindari duplikasi
dan kelupaan pemesanan kembali suatu barang sehingga ketersediaan barang
diapotek dapat terkontrol dan dapat mempercepat proses pemesanan.
Buku Surat Pesanan

Buku Surat Pesanan (SP), berisi lembaran-lembaran bernomor urut dan
ditandatangani oleh APA. Surat pesanan dibuat rangkap dua, yang asli untuk
PBF dan tembusannya untuk arsip apotek. Obat yang dipesan datang bersama
faktur kemudian dicocokkan, dan bila ada yang tidak cocok faktur diberi tanda
retur.

Pemesanan obat psikotropika menggunakan SP khusus terdiri dari 3
rangkap dan dalam 1 SP bisa terdapat beberapa jenis obat yang ditujukan pada

PBF yang sama. Obat-obat narkotik dipesan dengan menggunakan SP narkotik
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f)

9)
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yang ditujukan kepada PBF Kimia Farma dengan menyerahkan 1 lembar asli
dan 2 lembar salinan.
Buku Penerimaan Barang

Buku penerimaan barang digunakan untuk mencatat barang yang
diterima dilakukan setiap hari berdasarkan faktur dan tanda terima barang.
Dalam buku ini tercantum tanggal faktur, tanggal barang datang, nama PBF,
jenis barang, nomor batch, ED, jumlah barang, harga satuan, diskon dan total
barang.
Kartu Stok

Kartu stok berfungsi untuk mengetahui jumlah barang yang masuk dan
keluar, baik berupa obat maupun komoditi lainnya. Kartu stok mencantumkan
nama barang, tanggal barang diterima dan atau dikeluarkan, nomor batch, ED,
jumlah barang masuk/keluar dan sisa barang yang ada diapotek.
Kartu Stelling

Kartu ini berfungsi hampir sama dengan kartu stok yaitu untuk
mengetahui jumlah barang yang ada diapotek, kartu ini diletakkan pada setiap
tempat obat, dan setiap kali kita menambah/mengurangi jumlah obat kita harus
mencatat tanggal, digunakan untuk resep nomor berapa, jumlah yang
ditambah/yang diambil, sisa stok dan tanda paraf bagi yang menggunakan.
Buku Penjualan Obat dengan Resep dan Penerimaan Resep

Buku ini digunakan untuk mencatat tanggal resep, nomor urut resep,
jenis obat paten, bentuk racikan, nama pasien, dan harga. Buku ini berfungsi
memudahkan administrasi penanganan resep dan sekaligus menghitung jumlah
pendapatan apotek dari penjualan resep. Buku ini juga digunakan untuk
mencatat penerimaan resep tiap harinya.
Buku Penjualan Obat Bebas (Hand Verkoop)

Buku ini digunakan untuk mencatat jumlah obat, nama obat, dan harga
penjualan obat bebas serta alat kesehatan, jumlah total penjualan dicatat setiap

hari oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap penjualan obat bebas.
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h) Buku Inkaso Harian
Buku ini mencatat faktur yang telah dibayar dari pihak apotek kepada
PBF. Faktur ini dicatat dalam buku kas dengan menuliskan tanggal, nomor,
tanggal penulisan faktur, jumlah tagihan pengeluaran dan total pembayaran
yang setiap hari.
i) Buku Kas Keluar
Buku ini digunakan untuk mencatat faktur yang telah dibayar pihak
apotek kepada PBF, apotek menerima faktur asli yang disertai faktur pajak.
Faktur ini dicatat dalam buku kas dengan menuliskan tanggal, nomor, tanggal
penulisan faktur, tanggal penerimaan barang, nama PBF, nomor faktur dan
jumlah tagihan. Pengeluaran total pembayaran setiap hari dijumlahkan.
J) Buku Daftar Harga
Buku daftar harga digunakan untuk mengetahui setiap harga obat dan
disusun secara alfabetis.
4.2. Laporan dan Evaluasi
Sebagai suatu usaha, apotek perlu dievaluasi secara periodik tiap akhir tahun.
Evaluasi kegiatan Apotek Tohudan dilakukan dengan pembuatan laporan.
a) Laporan Harian
Terdiri dari laporan jumlah resep yang masuk, jumlah uang, dan jumlah
penjualan obat bebas.
b) Laporan Tiap Bulan
Laporan tiap bulan meliputi penggunaan sediaan narkotik dan
psikotropika dilakukan secara online menggunakan SIPNAP (Sistem Pelaporan
Narkotika dan Psikotropika) yang dilakukan sebelum tanggal 15 setiap
bulannya. Laporan khusus pengadaan dikirim kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pengembangan Apotek
Apotek Tohudan selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan dan
ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien dengan jalan senantiasa mengikuti
perkembangan dalam hal penyediaan maupun penambahan obat baru dan alat

kesehatan baik jumlah maupun jenisnya. Pengembangan ini bertujuan untuk
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mengatasi persaingan yang semakin kompetitif dengan banyaknya apotek baru
yang bermunculan. Semakin banyaknya apotek menyebabkan pasien mulai
membanding-bandingkan antara apotek yang satu dengan yang lain.
6. Perhitungan Harga Barang
Pemberian harga obat di Apotek Tohudan berdasarkan surat keputusan
menteri kesehatan No0.280/Menkes/ SK/V/1981 pasal 24, bahwa harga obat dan
perbekalan kesehatan dibidang farmasi lainya serta jasa apotek ditetapkan serendah
mungkin berdasarkan struktur harga yang ditetapkan menteri kesehatan atas usul
panitia yang terdiri dari Wakil Dirjen POM, Pabrik obat dan Apotek. Struktur harga
yang ditetapkan oleh Gabungan Pengusaha Farmasi (GPF) dan telah disetujui oleh
pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen tidak boleh
melebihi harga eceran. Penjualan obat di Apotek Tohudan meliputi penjualan obat
dengan resep dokter, obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib Apotek (OWA).
a. Obat dengan resep dokter
k) Harga obat keras, psikotropika, dan narkotika ditentukan dengan

rumus:

(HNA+PPN) X A+E + TS

I) Harga obat bebas dan obat bebas terbatas yang direspkan dihitung

dengan rumus:

(HNA+PPN) X A+E + TS

b. Penjualan obat tanpa resep dan sediaan pelengkap
- Harga obat bebas terbatas dan obat bebas dihitung dengan rumus:

(HNA + PPN) X A

- Harga susu dihitung dengan rumus:

(HNA + PPN) X A

Keterangan:
HNA : Harga Netto Apotek
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PPN : Pajak pertambahan Nilai sebesar 10%
E : Embalase yaitu biaya lain yang dikenakan antara lain pada
pengemasan (pot, plastik, cangkang kapsul, kertas bungkus, dil)
TS : Tuslah atau biaya tambahan untuk resep obat jadi untuk resep obat
racikan yang ditentukan oleh apotek masing-masing

A :Tergantung apotek masing-masing



BAB V
PEMBAHASAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1027/Menkes/ SK/IX/2004 apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan
lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan
obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan
peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Selain itu,
apotek menjadi salah satu mata rantai dalam pendistribusian obat kepada
masyarakat.

Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, maka dalam pelayanannya
apotek harus mengutamakan kepentingan pasien (patient oriented) yaitu dengan
cara menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang
bermutu baik, serta memberian informasi penggunaan obat yang rasional sehingga
angka kejadian medication error dapat diminimalkan. Disamping mementingkan
tujuan pelaksanaan perannya sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan
(profit oriented) untuk kelangsungan apotek.

Pendirian suatu apotek sebaiknya didahului dengan pembuatan studi
kelayakan atau Feasibility Study, yang merupakan suatu metode penjajagan
terhadap gagasan suatu proyek, untuk mengetahui layak atau tidaknya proyek
tersebut untuk dijalankan. Studi kelayakan berfungsi sebagai pedoman atau
landasan pelaksanaan pekerjaan, dibuat berdasarkan data dari berbagai sumber
yang dianalisis dari berbagai aspek. Tingkat keberhasilan studi kelayakan
dipengaruhi dua faktor:

1. Kemampuan sumber daya internal seperti kecakapan manajemen, kualitas
pelayanan, produk yang dijual dan kualitas karyawan.

2. Lingkungan eksternal yang tidak dapat dipastikan seperti pertumbuhan pasar,
pesaing, pemasok dan perubahan peraturan.

Apotek Tohudan terletak di Jalan Adi Sumarmo Tohudan Colomadu

Karanganyar. Lokasi Apotek Tohudan berada pada daerah yang strategis karena
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berada pada pemukiman penduduk dimana jalur lalu lintasnya ramai dilalui
kendaraan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tujuan didirikannya Apotek
Tohudan yaitu untuk menyediakan obat yang bermutu dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan obat atas dasar resep dan
pelayanan obat tanpa resep kepada masyarakat, memberikan informasi tentang obat
dan pengobatan yang benar, sebagai tempat penyaluran perbekalan farmasi lainnya
dan sebagai sarana tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi calon lulusan sarjana
S-1 Farmasi.

Apotek Tohudan melayani obat dengan resep atau tanpa resep. Pelayanan
obat tanpa resep dokter meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek,
kosmetika, obat tradisional, dan alat kesehatan. Apotek juga menyiapkan
perlengkapan penunjang lainnya seperti susu dan minuman serta lain-lain. Sebagai
apotek yang mengutamakan kualitas maka dalam menjamin kualitas pelayanan obat
dan perbekalan kesehatan diperlukan sistem yang memadai. Sistem manajemen
tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi, penggunaan obat di apotek
dan manajemen sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

Apotek Tohudan selama ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai tempat pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat luas sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) oleh mahasiswa S-1 Farmasi. Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras,
keahlian dan keterampilan Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang didukung
dengan kerjasama yang baik dari seluruh karyawan. Apotek Tohudan beroperasi
pada hari Senin sampai Minggu dengan jam operasional Senin-Sabtu yaitu pukul
08.00-21.00 WIB, sedangkan untuk hari Minggu pukul 10.00-21.00 WIB.
Pembagian shift mahasiswa KKL tergantung jam kosong kuliah karena masih ada
kegiatan perkuliahan, batas waktu KKL per hari yaitu minimal 4 jam dan maksimal
7 jam.

Pengadaan perbekalan farmasi di Apotek Tohudan menjadi tanggung jawab
APA, yang pada pelaksanaannya dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana
faktor ekonomis, informasi dan penjualan barang menjadi faktor yang harus

dipertimbangkan dalam pengadaan perbekalan farmasi. Setiap hari TTK akan
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memeriksa daftar obat-obatan untuk mengetahui persediaan obat di apotek. Obat-
obatan yang stoknya mulai menipis atau sudah habis akan dicatat di buku defecta.
Buku defecta merupakan sebuah buku yang berisi nama-nama obat yang akan
dipesan di perusahaan besar farmasi (PBF) dengan kondisi stok obat menipis atau
kosong. Setelah dicatat di buku defecta, selanjutnya apoteker mencatat di surat
pesanan (SP) untuk obat-obatan yang akan dipesan di PBF beserta dengan nama
PBF yang dituju untuk pemesanan obat tersebut.

Pemesanan suatu obat di PBF harus selalu memperhatikan beberapa hal
seperti harga obat, diskon dan ketepatan pengantaran obat. Jumlah obat yang
dipesan juga harus dipertimbangkan agar obat yag dipesan tidak terlalu banyak.
Pemesanan obat yang terlalu banyak di apotek mempunyai resiko yang tinggi, oleh
karena itu persediaan barang di Apotek Tohudan tidak terlalu banyak jumlahnya.
Selain melakukan pembelian dengan cara memesan di PBF, Apotek Tohudan juga
menerima barang titipan (konsinyasi), terutama untuk barang atau obat yang baru
beredar baik untuk obat bebas, obat ethical ataupun obat tradisional. Barang
tersebut akan dibayar setelah barang laku terjual dan akan dikembalikan bila dalam
jangka waktu tertentu tidak laku.

Sistem penyimpanan perbekalan farmasi di Apotek Tohudan telah sesuai
dengan peraturan dan persyaratan penyimpanan obat, diletakkan pada rak
berdasarkan bentuk sediaan, golongan, efek farmakologis, dan sistem disusun
secara alfabetis, FIFO, FEFO. Hal ini memudahkan tenaga farmasi dalam mencari
obat-obat yang dibutuhkan ataupun bagi pasien. Penyimpanan obat-obat yang
membutuhkan suhu rendah disimpandilemari pendingin. Penyimpanan obat-obat
narkotik dan psikotropika masing- masing disimpan dalam lemari khusus yang
tidak campur dengan obat lain sesuai dengan peraturan. Apotek Tohudan
melakukan penyimpanan obat-obatan menggunakan sistem dilayani sehingga
pasien tidak dapat memilih dan mengambil sendiri obat-obat yang diinginkan
dengan leluasa.

Alur pengelolaan barang di Apotek Tohudan, barang yang datang diperiksa
disesuaikan dengan faktur yang meliputi: Apotek tujuan, nama, jumlah obat, No.

Batch, harga, bentuk dan tanggal kadaluwarsa, kemudian barang yang dating
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disesuaikan dengan surat pesanan (SP). Apabila pengiriman tidak sesuai dengan SP
maka langsung dikembalikan (retur) ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang
bersangkutan melalui pengirim barang tersebut. Apabila sudah sesuai maka faktur
akan di paraf kemudian distampel oleh TTK yang menerima barang saat itu.

Mencegah terjadinya kerugian akibat kerusakan barang atau kadaluarsa,
sistem pengeluaran perbekalan farmasi yang diterapkan di apotek Tohudan
menggunakan sistem FIFO dan FEFO. FIFO (First In First Out) dimana barang
yang pertama datang maka akan dikeluarkan pertama kali dan FEFO (First Expired
First Out) dimana barang yang mempunyai waktu kadaluarsa lebih cepat maka akan
dikeluarkan lebih dulu. Penukaran barang-barang yang sudah expired date (ED)
syaratnya berbeda tiap PBF seperti pengembalian maksimal enam bulan sebelum
expired date (ED) dan harus dalam satu box utuh, ada juga yang dapat dikembalikan
satu bulan sebelum expired date (ED). Apabila ada barang yang expired date (ED)
atau ED kurang dari 1 bulan maka obat tersebut tidak dijual kepada pasien dan
disimpan untuk dimusnahkan, tidak dibuang begitu saja ketempat sampah atau bila
dibuang maka dikeluarkan dari bungkusnya agar tidak disalahgunakan oleh orang
lain.

Administrasi penjualan di Apotek Tohudan meliputi data penjualan dari
pelayanan resep umum, OWA (Obat Wajib Apotek), pelayanan obat bebas terbatas,
dan obat bebas. Di Apotek Tohudan penjualan perbekalan farmasi dilakukan
dengan sistem manual yaitu ditulis pada kertas yang sudah disediakan, kemudian
dilakukan perincian obat dan perincian pendapatan dari hasil penjualan.
Selanjutnya jumlah total hasil penjualan dilaporkan dalam bentuk laporan
pendapatan harian dibedakan antara shift pagi dan shift siang.

Desain bangunan apotek cukup menarik seperti letak ruang, tata letak
barang-barang, tempat duduk yang nyaman ketika meunggu antrian serta
dilengkapi dengan tempat parkir yang cukup luas sehingga sangat mendukung
kegiatan pelayanan kefarmasian. Petugas apotek bekerja dengan teliti dan cepat
agar waktu tunggu dalam mendapatkan obat tidak terlalu lama. Apotek Tohudan
selalu berusaha melayani masyarakat sebaik mungkin dengan berusaha untuk dapat

menyediakan obat yang dibutuhkan, berupaya mengikuti perkembangan,
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penyediaan dan penambahan obat baru serta memberikan informasi yang lengkap
dan benar mengenai obat kepada masyarakat.

Sebagai sarana tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Apotek Tohudan
memberikan kesempatan kepada mahasiswa Jurusan S-1 Farmasi Universitas Setia
Budi untuk melakukan praktek pelayanan obat di apotek tersebut. Kuliah Kerja
Lapangan tersebut dilakukan selama 19 hari atau kurang lebih 3 minggu. Jadwal
KKL disesuaikan dengan jadwal kosong perkuliahan dengan pembagian per shift 2
orang. Kegiatan KKL di Apotek Tohudan meliputi mempelajari dan mengamati
kegiatan pemesanan, pembelian, penerimaan barang, melakukan kegitanan
penyimpanan, pendistribusian, dan penjualan termasuk pencatatan kartu stock,
pelayanan obat dan perbekalan kesehatan, perhitungan harga obat, membuat etiket
serta menyerahkan obat, informasi dan edukasi serta pelayanan swamedikasi dan
mempelajari manajemen apotek, mengamati sistem pengadaan dan penataan

barang.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) angkatan

XXI1 Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi yang telah dilaksanakan di Apotek

Tohudan maka dapat disimpulkan :

1.

Apotek Tohudan merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran perbekalan farmasi yang telah menjalankan fungsinya sebagai
tempat pengabdian Profesi Apoteker yang baik, didukung dengan lokasi apotek
yang strategis, nyaman dan telah sesuai dengan syarat pendirian apotek.
Dalam pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) Apotek Tohudan
telah memberikan informasi yang baik serta memberikan Pelayanan Informasi
Obat seperti cara penggunaan, efek samping dan dosis yang digunakan.
Pengelolaan obat di Apotek Tohudan telah dilakukan dengan baik mulai dari
pengadaan, penyimpanan, dan administrasi sampai penyerahan obat kepada
pasien.

Kuliah Kerja Lapangan di Apotek Tohudan memberikan informasi,
pengetahuan, pengalaman yang luas untuk memasuki dunia kerja sebagai calon
apoteker yang lebih berkualitas dan profesional.

Mahasiswa dapat menemukan gambaran nyata tentang permasalahan
pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek dan dapat mengetahui strategi dan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengembangakan praktek komunitas
di apotek.

Mahasiswa dapat mengerti dan memahami ruang lingkup mengenai
perapotekan  sepertipengelolaan dan pelayanan resep, administrasi
(pembukuan), perpajakan, pengadaan barang, alur pengelolaan barang, hingga

penyaluran barang ke konsumen dan membuat studi kelayakan apotek.
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B. Saran
Pelayanan Apotek Tohudan untuk memperbaiki serta meningkatkan
kualitas pelayanan pasien, maka dari itu mahasiswa memberikan saran antara lain:
1. Apotek Tohudan dapat melakukan pemantauan kepuasaan pelanggan tentang
pelayanan di apotek, sehingga dapat mengetahui tentang pelayanan yang
kurang.
2. Meningkatkan persediaan kelengkapan obat agar tidak terjadi penolakan

permintaan pasien saat membeli perbekalan farmasi.
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Lampiran 1. Apotek Tampak Depan
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Lampiran 2. Etiket
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Lampiran 3. Surat Pesanan

OBAT OTC, OWA, KOSMETIKA DAN ALAT KESEHATAN
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OBAT MENGANDUNG PREKURSOR FARMASI

OBAT TERTENTU
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Lampiran 4. Faktur




Lampiran 5.
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Lampiran 6. Buku Resep
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Lampiran 7. Buku Stok Opname
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Lampiran 8. Obat-Obat Tertentu
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Lampiran 9. Etalase
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